  DOC.  MS -  05.4

KEPUTUSAN MEJELIS SINODE BKPN

Nomor: 05.4 /MS -BKPN/5/X2006

Tentang

PERATURAN KEPENDETAAN DI BKPN

Dengan Anugerah Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja

MAJELIS SINODE BKPN

Menimbang
: Bahwa untuk mengatur tugas-tugas kependetaan di BKPN yang lebih     teliti dan tertib, maka dirasa perlu ditetapkan suatu peraturan kependetaan di BKPN melalui keputusan Majelis Sinode BKPN.

Memperhatikan
:  a. 
Firman Tuhan dari Yeh. 34:1-10; I Pet. 5:1-4, I Kor.  14:33,     Yoh.  21:15-19.


 b.  Tata Gereja BKPN pasal 30.


 c.   Peraturan Rumah Tangga BKPN pasal 37,38.

                                        d.
Garis-garis Besar Program Pelayanan (GBPP) BKPN.

Membaca
:
Konsep Peraturan Kependetaan di BKPN yang telah disempurnakan Berdasarkan Keputusan Majelis Sinode ke-3 BKPN/1998.

Mendengar
:
Usul dan saran pada Persidangan Majelis Sinode ke-BKPN/2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MAJELIS SINODE BKPN TENTANG PERATURAN KEPENDETAAN DI BKPN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Kependetaan dalam peraturan ini adalah cara dan bentuk pelayanan pemberitaan Firman Tuhan dalam Gereja BKPN yang dipercayakan kepada seorang Pendeta, sesuai dengan kesaksian Alkitab dan peraturan yang berlaku di BKPN.

2. Pendeta yang dimaksud dalam peraturan ini ialah predikat yang diberikan kepada seseorang oleh Gereja BKPN yang dipercayakan untuk melayani pemberitaan Firman Tuhan sesuai kesaksian Alkitab dan peraturan yang berlaku di BKPN.

3. Jemaat ialah suatu kesatuan orang-orang percaya di dalam Gereja BKPN yang dilayani oleh seorang Pendeta.

4. Resor adalah Institusi atau lembaga dalam BKPN yang dipimpin oleh seorang Praeses.

5. Sinode adalah kesatuan seluruh wilayah BKPN yang dipimpin oleh seorang Ephorus, Sekjen dan Bendum yang berstatus Pendeta.

6. Departemen dan Yayasan adalah unit-unit pelayanan di BKPN yang bisa ditempatkan seorang Pendeta.
BAB II

PENGURAPAN PENDETA

Pasal 2

1. Yang dimaksud dengan Pendeta BKPN adalah seseorang yang telah diurapi di Gereja BKPN atau Pendeta yang diurapi di Gereja lain yang diterima menjadi pendeta di BKPN.

2. Pengurapan seorang Pendeta di BKPN dilakukan oleh Ephorus BKPN.

3. Pengurapan atau peneguhan seorang Pendeta di BKPN didasari atas keputusan MPS BKPN.

4. Pengurapan atau peneguhan Pendeta di BKPN dilakukan dalam kebaktian jemaat pada suatu hari minggu.

5. Liturgi pengurapan seorang Pendeta di BKPN dilakukan sesuai dengan liturgi BKPN.

BAB III
SYARAT-SYARAT UNTUK DIANGKAT 
DAN DIURAPI MENJADI PENDETA DI BKPN

Pasal 3

1. Diharapkan telah lahir baru atau bertobat dan menunjukkan sikap kesetiaan dan peyerahan diri kepada Tuhan Yesus melalui perilaku hidup sehari-hari.

2. Berpendidikan Theologia yang tidak bertentangan dengan doktrin dan pengakuan BKPN, dan serendah-rendahnya D3 Theologi.

3. memiliki kemampuan rohani dan jasmani dalam menghadapi tuntutan tugas dan tanggung jawab sebagai Pendeta.

4. Telah menjalani masa Vicariat dan dinyatakan berhasil atau lulus.

5. Membuat surat pernyataan bersedia melayani dimana saja di seluruh wilayah BKPN.

6. Menyusun daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae.

7. Menyerahkan pasphoto hitam putih ukuran 4cm x  6cm sebanyak 2 lembar.

8. Tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara.

Pasal 4

Pendeta yang diurapi di BKPN berhak mendapat alat-alat perlengkapan sebagai berikut:

1. Jubah dua buah berwarna hitam dan putih dengan selempang dan atribut-atributnya.
2. Alkitab, buku Liturgi dan buku nyanyian masing-masing satu buah.

3. Surat peneguhan.

BAB IV

PENEMPATAN PENDETA DI BKPN

Pasal 5

1. Pendeta yang baru diangkat atau diurapi di BKPN tidak diperkenankan ditempatkan dan ditugaskan di daerah atau jemaat asal.

2. Pengangkatan dan penempatan seorang Pendeta di BKPN diputuskan dalam rapat MPS BKPN.

3. Penempatan seorang Pendeta di BKPN dilakukan oleh MPHS BKPN dalam suatu rapat majelis jemaat untuk Pendeta jemaat dan dalam rapat majelis Resor untuk Pendeta Resor, sekaligus memperkenalkan Pendeta yang bersangkutan dalam suatu kebaktian pada hari minggu.

4. Pendeta di BKPN dapat ditempatkan di Jemaat, Resor, atau Lembaga, Yayasan, dan Departemen yang ada di BKPN

5. Pengangkatan dan penempatan Pendeta oleh MPHS BKPN diterbitkan surat keputusan dan surat pemberitahuan kepada Jemaat atau Resor atau Lembaga, Yayasan dan Departemen yang dilayani, dan surat panggilan kepada Pendeta yang bersangkutan untuk bertemu dengan MPHS BKPN.

6. Pendeta yang diangkat dan ditempatkan di Lembaga, Yayasan, dan Departemen secara ex-ofisio menjadi ketua atau pimpinan, dan dalam penempatannya tidak perlu diantar oleh MPHS BKPN.

7. Penempatan seorang Pendeta di BKPN selalu didasari atas karunia atau talenta, dan sumber daya yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

8. Pendeta yang baru diurapi tidak dibenarkan melayani di Resor. Pendeta yang melayani di Resor diutamakan mereka yang sudah melayani lebih kurang 3 tahun di Jemaat, Lembaga, Yayasan, dan Departemen.

9. Seorang Pendeta di BKPN tidak dibenarkan memegang tugas rangkap; kecuali jika kekurangan tenaga pelayan.

10. Setiap Pendeta yang di BKPN diberi nomor Induk Pelayan (NIPEL), setiap Pendeta wajib mencantumkan NIPEL-nya dibawah nama, baik dalam menanda tangani surat maupun dalam kartu Pelayan BKPN.

11. Nomor Induk Pelayan di BKPN diawali dengan angka tanggal, bulan, dan tahun berdirinya BKPN, baru nomor urut ke-Pendetaan yang bersangkutan di BKPN (NIPEL 17051994……).

12. Sebagai tanda pengenal bagi para Pendeta di BKPN, dibuat kartu pelayan yang memuat Pasphoto dan identitas Pendeta yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Ephorus BKPN.

13. Pendeta BKPN yang bekerja sebagai pegawai Negeri sipil, tidak boleh menjabat jabatan struktural di BKPN, hanya berfungsi sebagai Pendeta fungsional.

14. Pendeta fungsional di BKPN hanya dapat ditempatkan di Yayasan, Departeman/Lembaga, Evangelis, atau di jemaat sepanjang yang bersangkutan mampu memenuhi waktu pelayanan.

15. Seorang yang telah diurapi menjadi Pendeta di BKPN hanya dapat memakai predikat Pendeta selama yang bersangkutan aktif melayani di BKPN.

16. Pendeta yang baru ditahbiskan tidak boleh melayani di Sinode dalam jabatan MPHS, minimal 5 tahun melayani di Jemaat atau Resor.

BAB V

FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PENDETA

Pasal 6

1. Pendeta berfungsi sebagai:

a. Gembala di dalam dan diluar jemaat.

b. Pemimpin rohani dan pemimpin organisasi gereja.

c. Penanggung jawab atas segala bentuk pelayanan gerejawi di tempat ia melayani.

2. Pendeta bertugas sebagai:

a. Pemberita Firman Tuhan melalui:

1. Khotbah pada setiap hari minggu dan hari-hari besar gerejawi.

2. Ketekisasi sidi.

3. Pelayanan pendidikan jemaat.

4. Pendidikan dan pengajaran bagi para pelayan.

5. Pelayan serkolah minggu, wanita, remaja, dan pemuda.

6. Penelaahan Alkitab.

7. Persekutuan doa

8. Renungan penghiburan pada setiap upacara dan peristiwa dalam kehidupan jemaat.

b. Melayani Sakramen Babtisan Kudus dan Perjamuan Kudus.

c. Melayani peneguhan Sidi

d. Melayani upacara pemberkatan nikah.

e. Melayani upacara pemakaman.

f. Melayani upacara peneguhan para pelayan.

g. Mengembangkan dan membina pelayanan pengasihan (diakonia).

h. Mengembangkan dan membina unit-unit pelayanan di tempat ia melayani.

i. Bertanggung jawab untuk membina, memelihara dan mengawasi keuangan dan harta milik gereja BKPN di wilayah pelayanannya.

BAB VI

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENDETA

Pasal 7

1. Lamanya seorang Pendeta melayani di sutau tempat pelayanan di BKPN adalah satu periode dan paling lama dua periode. Satu periode adalah empat tahun.

2. Pendeta yang baru diurapi diupayakan tidak ditempatkan di desa asal pada permulaan pelayanannya.

3. Pendeta yang baru diurapisebaiknya mengawali pelayanannya di jemaat.

4. Pemindahan seorang Pendeta dilakukan oleh MPHS BKPN setelah lebih dahulu berkonsultasi dengan Pendeta yang bersangkutan.

5. Pemutasian seorang Pendeta di BKPN dapat dilakukan sewaktu-waktu sebelum akhir periode, oleh karena suatu masalah atau oleh karena suatu kebutuhan pelayanan.

6. Pemutasian seorang Pendeta di BKPN bertujuan untuk menghindari kejenuhan dan untuk meningkatkan karier seorang Pendeta.

7. Pemutasian seorang Pendeta di BKPN adalah hasil keputusan sidang MPS BKPN, kecuali dalam hal-hal yang bersifat mendesak dapat diambil kebijakan oleh MPHS BKPN untuk selanjudnya dilaporkan pada rapat MPS BKPN.

Pasal 8
Seorang Pendeta di BKPN diberhentikan dari tugas kependetaan di BKPN karena:

1. Meninggal dunia.

2. Permintaan sendiri

3. Karena telah melakukan kesalahan atau pelanggaran siasat gereja.

Pasal 9

1. Seorang Pendeta dapat diberhentikan dengan hormat dari tugas ke-Pendetaan di BKPN atas permintaan sendiri, apabila:

a. Telah mengajukan permohonan tertulis kepada MPHS BKPN.

b. Telah menyelesaikan segala sangkutannya sehubungan dengan tugas pelayanannya di BKPN.

2. Seorang Pendeta di BKPN dapat diberhentikan dengan hormat tanpa mengajukan surat permohonan tertulis, bila ternyata tidak dapat menjalankan tugas ke-Pendetaannya karena suatu sebab yang bukan pelanggaran siasat gereja.

Pasal 10

Seorang Pendeta di BKPN diberhentikan dengan tidak hormat karena:

1. Telah terbukti mengikuti atau mengajarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran dan pengakuan Iman yang dianut oleh Gereja BKPN.

2. Telah terbukti melaksanakan pelayanan Gerejawi kepada orang yang telah dikenakan siasat Gereja.

3. Telah terbukti melaksanakan pelayanan kepada anggota jemaat dengan cara atau bentuk yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di BKPN.

4. Telah terbukti melakukan pelayanan Sakramen Gerejawi kepada warga jemaat lain yang bukan anggota BKPN yang telah dikenakan siasat Gereja.

5. Telah terbukti tidak mencerminkan hidup sebagai seorang pelayan Gereja atau Pendeta meskipun yang bersangkutan diberi penggembalaan.

6. Telah terbukti melanggar peraturan dan ketetapan-ketetapan MPS BKPN serta dengan sengaja melakukan sikap tidak disiplin menjalankan tugas pelayanan Gerejawi.

7. Telah terbukti menyalah gunakan atau menyelewengkan keuangan dan harta milik Gereja BKPN.

8. Telah terbukti melakukan praktek perdukunan.

Pasal 11

Pemberhentian seorang Pendeta di BKPN dengan tidak hormat dari tugas ke-Pendetaan, diputuskan dalam persidangan MPS BKPN, dan diberhentikan dengan suatu surat keputusan MPHS BKPN.

BAB VII

CUTI DAN PENSIUNAN PENDETA DI BKPN

Pasal 12

Cuti Pendeta
Setiap Pendeta di BKPN berhak mendapat cuti satu bulan dalan setahun kecuali diberikan secara fakultatif karena sesuatu alasan.

Pasal 13

Bagi seorang Pendeta di BKPN diberikan kebebasan untuk memilih waktu atau bulan cuti dalam setahun.

Pasal 14
Setiap Pendeta di BKPN yang bermaksud cuti, lebih dahulu memberikan surat permohonan cuti kepada MPHS BKPN.

Pasal 15

Selama Pendeta dalam keadaan cuti, pelayanan diatur oleh MPHS BKPN.

Pasal 16

1. Selain Cuti tahunan, seorang Pendeta di BKPN dapat diberikan cuti khusus.

2. Cuti khusus diberikan karena alasan sakit, hamil, dan study atau belajar.

3. waktu cuti khusus ditentukan aoleh MPHS BKPN setelah menerima surat permohonan cuti dari Pendeta yang bersangkutan.

Pasal 17

1. selama seorsng Pendeta menjalani masa cuti, tetap menerima kesejahteraan dari BKPN seratus persen.

2. Bagi Pendeta yang menjalani masa cuti khusus yang meninggalkan tempat pelayanan lebih dari tiga bulan, hanya berhak mendapat kesejahteraan lima puluh persen dari jumlah kesejahteraan yang harus diterima, kesejahteraan yang lima puluh persen lagi dialihkan kepada yang menangani pelayanannya.

Pasal 18

Pensiun Pendeta

1. Setiap Pendeta di BKPN dipensiunkan apabila telah berusia 65 tahun.

2. Seorang Pendeta di BKPN berhak mengajukan permohonan pensiun pada usia 55 tahun apabila masa kerjanya di BKPN telah mencapai dua puluh tahun.

3. Setiap Pendeta yang pensiun di BKPN berhak mendapat uang pensiun sesuai dengan peraturan pensiunan pelayan di BKPN.

4. Seorang Pendeta yang telah pensiun di BKPN dapat membantu pelayanan tertentu di BKPN atas permintaan MPHS BKPN dan atau atas permintaan yang bersangkutan dan disebut sebagai Pendeta Emiritus/Pdt. (Em).

5. bagi setiap Pendeta yang pensiun dari BKPN dan masih mau membantu melayani dapat memakai jabatan Pendeta/Pdt, dengan menambahkan kata (Em) di depan nama. Misalnya: Pdt. (Em) Markus La’ia, S.Th.

6. Seorang Pendeta yang telah pensiun di BKPN, bila melakukan tindakan yang melanggar peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan maupun hukum gereja BKPN sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelayanan BKPN, maka segala hak pensiunannya dibatalkan atau dicabut dengan suatu surat keputusan MPHS BKPN.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PENDETA DI BKPN

Pasal 19
Seorang Pendeta di BKPN berhak:

1. Menerima gaji dan tunjangan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku di BKPN.

2. Menerima pensiun sesuai peraturan keuangan dan peraturan pensiun pelayan di BKPN.

3. Menjalani masa cuti sesuai peraturan yang berlaku di BKPN.

4. Menepati perumahan yang layak yang disediakan oleh BKPN.

5. Mendapat kesempatan mengikuti Study lanjutan sesuai kebutuhan BKPN dan atas dasar persetujuan MPHS BKPN.

6. Menyampaikan pendapat, saran, usul tertulis kepada MPS BKPN, melalui MPHS BKPN.

Pasal 20
Seorang Pendeta di BKPN berkewajiban:

1. Mematuhi tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan yang berlaku di BKPN.

2. Melayani berdasarkan GBPP BKPN. 

3. Membina dan mendukung kelancaran dan ketertiban pelayanan di BKPN.

4. Memegang rahasia jabatan.

5. Menyusun program pelayan tahunan di wilayah pelayanannya.

6. Membina dan memelihara hubungan persekutuan dan kerja sama dengan sesama pelayan.

7. Menyerahterimakan segala inventaris dan harta milik BKPN kepada Pendeta penggantinya atau kepada MPHS BKPN bila terjadi pemutasian, diberhentikan atau pensiun.

8. Melengkapi dan memelihara administrasi pelayanan di tempat pelayanan.

BAB IX

DISIPLIN BAGI PENDETA DI BKPN

Pasal 21
1. Setiap Pendeta di BKPN harus menjunjung tinggi dan berpegang teguh pasa kedisiplinan dalam setiap bentuk pelayanannya, termasuk kedisiplinan waktu.

2. Setiap Pendeta yang terbukti tidak disiplin dalam melaksanakan tugas pelayanannya, maka akan dikenakan sanksi, yaitu:

a. Menjalani masa penggembalaan sesuai keputusan MPHS BKPN.

b. Diskorsing sesuai keputusan MPS BKPN.

c. Diberhentikan dengan tidak hormat dengan didahului surat peringatan tiga kali berturut-turut.

BAB X

 PENDETA BKPN DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 22

Seorang Pendeta di BKPN berkewajiban menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 23

Bagi Pendeta yang berkecimpung dalam organisasi kemasyarakatan atau partai politik berkewajiban mengajukan surat pengunduran diri dari tugas ke-Pendetaan di BKPN selama yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan tersebut.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 24
Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri atau melalui keputusan MPHS dan MPS BKPN.

Pasal 25
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala peraturan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di 
: Teluk Dalam

Pada tanggal
: 27  Oktober 2006




PERSIDANGAN  MAJELIS SINODE BKPN




MAJELIS KETUA :

                         1. Pdt. Alvius Wau, STh 

 : -----------------------

                          2. Pdt. Ibahati Manao, DipTh
 :                         --------------------

                          3. GJ. Natanaeli Lature                      : -----------------------

                         4. SMK. Yamoera-era Sarumaha        :                         -------------------

                         5. Faduhusi Daely, Spd
              : -----------------------
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